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PERATURAN  DAERAH  KOTA SEMARANG 

NOMOR 12  TAHUN  2011 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  MENENGAH  DAERAH (RPJMD) 

KOTA SEMARANG TAHUN 2010 – 2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

dan untuk memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan 

visi, misi Walikota, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kota Semarang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Semarang Tahun 2010 - 2015; 

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk 

Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 - 2015. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang  Pembentukan Daerah-daerah 

Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor  5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);\ 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan, Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2004  Nomor  66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun         

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 4844 ); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 5059); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 3079); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan 

Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, 

Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 89); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor  25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4664); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4693); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan 

Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 4828); 

26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan 

dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 
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27. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor  3 Tahun 2008  tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah 2005 - 2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 

3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E 

Nomor 3); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 

Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6 , Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 

32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1); 

33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 

2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang              

Nomor 2); 

34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Semarang Nomor 13); 

35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota 

Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); 

36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 

2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43); 

37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran 

Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Semarang Nomor 48). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  

dan 

WALIKOTA SEMARANG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 

2010–2015. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Semarang. 

2. Walikota adalah Walikota Semarang. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut 

RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun 

terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 yang selanjutnya 

disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 

(lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yang 

selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan 

daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 

sampai tahun 2025. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 

yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 

2008 sampai tahun 2013.  

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 yang 

selanjutnya disebut RPJPD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

Kota Semarang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2025. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 yang 

selanjutnya disebut RPJMD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun.  

10. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen 

perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun 

11. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan 

tahunan daerah.  

12. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan 

SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 
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BAB II 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  DAERAH 

Pasal  2 

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman 

bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 

tahun 2010 sampai dengan 2015 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD. 

Pasal 3 

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut : 

a.  BAB I  :  Pendahuluan; 

b.  BAB II  :  Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

c. BAB III  :  Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan; 

d.  BAB IV  :  Analisis Isu-Isu Strategi; 

e.  BAB V  :  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 

f.  BAB VI  :  Strategi dan Arah Kebijakan; 

g.  BAB VII  :  Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; 

h.  BAB VIII  :  Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Rencana Kebutuhan Pendanaan; 

i.  BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; 

j.  BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. 

Pasal 4 

RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 5 

RPJMD mempedomani Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 dan 

memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013, serta Peraturan 

Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2010 – 2014. 

Pasal 6 

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun 

Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam 

melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2010 – 2015. 

Pasal 7 

(1). RPJMD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di 

Daerah. 

(2). Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tupoksinya bertanggungjawab 

dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan RPJMD. 
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BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota 

Semarang. 

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana 

pembangunan sampai dengan Tahun 2015, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, guna  

pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2015 – 2020 yang 

memuat visi dan misi Walikota terpilih. 
 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. 
 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 18 Januari 2011 

 

WALIKOTA  SEMARANG, 

ttd 

 

H. SOEMARMO HS 

 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 28 Juni 2011 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, 

ttd 

 

AKHMAT ZAENURI 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 12           
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 

NOMOR 12 TAHUN 2011 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 

KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2015 

 

I. UMUM. 

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan 

pembangunan daerah sesuai dengan  visi, misi Kepala Daerah, berdasarkan  Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 

2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025,  perlu 

disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.  

RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJM-Nasional dan memperhatikan 

RPJP Daerah dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat visi dan misi, arah dan kebijakan 

keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program 

pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan 

Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja  

pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan 

yang berlaku. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-

2015, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD di lingkungan 

Pemerintah Kota Semarang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang pada 

setiap tahun anggaran.  

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 

2010-2015. 

Penyusunan RPJMD ini, sudah mendasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kota Semarang Tahun 2010 – 2030 yang pada saat bersamaan sedang menunggu persetujuan 

DPRD. 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Huruf a 

  Cukup jelas. 

 Huruf b 

  Cukup jelas. 
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 Huruf c 

  Cukup jelas. 

 Huruf d 

  Cukup jelas. 

 Huruf e 

  Visi Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang 

Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” merupakan visi pada RPJMD Tahun 2010 - 

2015, sedangkan visi RPJMD berikutnya tetap mempedomani RPJPD Tahun 2005 - 

2025. 

 Huruf f 

  Cukup jelas. 

 Huruf g 

  Cukup jelas. 

 Huruf h 

  Cukup jelas. 

 Huruf i 

  Cukup jelas. 

 Huruf j 

  Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD 

Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Tahun 2016 sebelum RPJMD Tahun 2015-2020 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan 

Daerah. 

Pasal 10 

Peraturan Walikota dalam hal ini hanya mengatur hal yang bersifat teknis yang merupakan 

petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 59 
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        LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 

            NOMOR  : 12 TAHUN 2011 

            TANGGAL  :              

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA  PEMBANGUNAN  JANGKA  MENENGAH DAERAH 

 

(RPJMD) 

 

KOTA SEMARANG  TAHUN 2010–2015 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015                          i 

DAFTAR ISI 

 Hal 

  

DAFTAR ISI .............................................................................................................. i 

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... v 

DAFTAR GRAFIK ..................................................................................................... x 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... x 

  

BAB I.  PENDAHULUAN ......................................................................................... I-1 

 1.1 LATAR BELAKANG .................................................................................... I-1 

 1.2  LANDASAN PENYUSUNAN ....................................................................... I-2 

 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................. I-6 

 1.4  KEDUDUKAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA  I-7 

 1.5 TATA URUT PENYUSUNAN ...................................................................... I-8 

BAB II.  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .................................................. II-1 

 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN TOPOGRAFI ..................................................... II-1 

  2.1.1 Penggunaan Lahan di Kota Semarang ........................................... II-8 

  2.1.2 Tujuan, Kebijakan & Strategi Penataan Ruang Kota Semarang ..... II-12 

  2.1.3 Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan ........................ II-12 

  2.1.4 Rencana Sistem Jaringan Transportasi .......................................... II-17 

  2.1.5 Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan .................... II-20 

  2.1.6 Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya ..................... II-21 

  2.1.7 Rencana Kawasan Strategis Kota Semarang ................................. II-23 

 2.2 ASPEK DEMOGRAFI ................................................................................. II-25 

 2.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ............................................... II-28 

  2.3.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ....................................... II-28 

  2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ............................................................ II-33 

 2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM ..................................................................... II-40 

  2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ......................................................... II-40 

  2.4.1 Fokus Layanan Urusan Pilihan ........................................................ II-66 

 2.5  ASPEK DAYA SAING ................................................................................. II-72 

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN 

KERANGKA PENDANAAN ................................................................ 

 

III-1 

 3.1  PENDAPATAN DAERAH ............................................................................ III-2 

 3.2 BELANJA DAERAH .................................................................................... III-9 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015                          ii 

 3.3 PEMBIAYAAN DAERAH ............................................................................. III-17 

 3.4 NERACA DAERAH ..................................................................................... III-21 

 3.5 KERANGKA PENDANAAN ......................................................................... III-23 

BAB IV.  ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .............................................................. IV-1 

BAB V.   VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ....................................................... V-1 

 5.1 VISI ............................................................................................................. V-2 

 5.2 MISI ............................................................................................................. V-6 

 5.3 TUJUAN DAN SASARAN ........................................................................... V-7 

  5.3.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota 

Semarang yang Berkualitas ............................................................ 

 

V-7 

  5.3.2 Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Efektif dan Efisien, 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Menjunjung Tinggi 

Supremasi Hukum ........................................................................... 

 

 

V-10 

  5.3.3 Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah ........................ V-13 

  5.3.4 Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang 

Berkelanjutan ................................................................................... 

V-15 

  5.3.5 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat .............................. V-18 

BAB VI.   STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ...................................................... VI-1 

 6.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Semarang 

yang Berkualitas .......................................................................................... 

 

VI-1 

 6.2 Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Efektif dan Efisien, Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan Publik serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum ..... 

 

VI-5 

 6.3 Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah .................................... VI-8 

 6.4 Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan .... VI-12 

 6.5 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat ......................................... VI-16 

BAB VII.   KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..... VII-1 

 7.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Semarang 

yang Berkualitas .......................................................................................... 

 

VII-1 

  7.1.1 Urusan Pendidikan .......................................................................... VII-1 

  7.1.2 Urusan Kesehatan ........................................................................... VII-2 

  7.1.3 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .................... VII-3 

  7.1.4 Urusan Ketenagakerjaan ................................................................. VII-3 

  7.1.5 Urusan Kebudayaan ........................................................................ VII-4 

  7.1.6 Urusan Pemuda dan Olahraga ........................................................ VII-4 

  7.1.7 Urusan Perpustakaan ...................................................................... VII-5 

  



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015                          iii 

 7.2 Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Efektif dan Efisien, Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan Publik serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum ..... 

 

VII-5 

  7.2.1 Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah ................................. VII-5 

  7.2.2 Urusan Pertanahan ......................................................................... VII-6 

  7.2.3 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ....................................... VII-6 

  7.2.4 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ....................... VII-6 

  7.2.5  Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi  

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan  

Persandian………………………………………………………………. 

 

 

VII-7 

  7.2.6 Urusan Statistik ................................................................................ VII-8 

  7.2.7 Urusan Kearsipan ............................................................................ VII-8 

  7.2.8 Urusan Komunikasi dan Informatika ................................................ VII-8 

 7.3 Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah ................................... VII-9 

  7.3.1 Urusan Koperasi dan UKM .............................................................. VII-9 

  7.3.2 Urusan Penanaman Modal .............................................................. VII-9 

  7.3.3 Urusan Ketahanan Pangan ............................................................. VII-9 

  7.3.4  Urusan Pertanian ............................................................................. VII-10 

  7.3.5 Urusan Kehutanan ........................................................................... VII-10 

  7.3.6 Urusan Kepariwisataan ................................................................... VII-11 

  7.3.7 Urusan Kelautan dan Perikanan ...................................................... VII-11 

  7.3.8 Urusan Perdagangan ...................................................................... VII-11 

  7.3.9 Urusan Perindustrian ....................................................................... VII-12 

 7.4 Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan .... VII-12 

  7.4.1 Urusan Pekerjaan Umum ................................................................ VII-12 

  7.4.2 Urusan Perumahan .......................................................................... VII-13 

  7.4.3 Urusan Penataan Ruang ................................................................. VII-14 

  7.4.4 Urusan Perhubungan ...................................................................... VII-14 

  7.4.5 Urusan Lingkungan Hidup ............................................................... VII-14 

  7.4.6 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ....................................... VII-15 

 7.5 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat ......................................... VII-15 

  7.5.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .......... VII-15 

  7.5.2 Urusan Sosial .................................................................................. VII-16 

  7.5.3 Urusan Perumahan ......................................................................... VII-16 

  7.5.4 Urusan Pemberdayaan Masyarakat ................................................ VII-17 

  

  



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015                          iv 

BAB VIII.  INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI 

KEBUTUHAN PENDANAAN .................................................................. 

 

VIII-1 

BAB IX.   PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ..................................... IX-1 

BAB X.    PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ...................................... X-1 

 10.1 PEDOMAN TRANSISI ............................................................................. X-1 

 10.2 KAIDAH PELAKSANAAN ......................................................................... X-1 

  

  



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015                          

 
v 

DAFTAR TABEL 

  Hal 

   

Tabel 2.1 Ketinggian Tempat di Kota Semarang ............................................. II-4 

Tabel 2.2 Penyebaran Jenis Tanah dan Lokasinya di Kota Semarang............ II-6 

Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Sawah di Kota Semarang Dirinci Tiap 

Kecamatan ....................................................................................... 

 

II-8 

Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Kering di Kota Semarang Dirinci Tiap 

Kecamatan ....................................................................................... 

 

II-11 

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..................... II-25 

Tabel 2.6 Perkembangan Penduduk Lahir, Mati, Datan dan Pindah Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-26 

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Umur 

di Kota Semarang Tahun 2005-2009 .............................................. 

 

II-26 

Tabel 2.8 Komposisi Penduduk Kota Semarang berdasarkan Mata 

Pencaharian pada Tahun 2005-2009 .............................................. 

 

II-27 

Tabel 2.9 Nilai dan Konstribusi Sektor dalam PDRB Kota Semarang Tahun 

2005-2009 ........................................................................................ 

 

II-29 

Tabel 2.10 Perkembangan IPM Kota Semarang Tahun 2005-2009 .................. II-33 

Tabel 2.11 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial  Indikator Pendidikan 

Kota Semarang Tahun 2005-2009 .................................................. 

 

II-34 

Tabel 2.12 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial  Indikator Kesehatan 

Kota Semarang Tahun 2005-2009 .................................................. 

 

II-35 

Tabel 2.13 Rasio Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............ II-36 

Tabel 2.14 Rasio Penduduk Bekerja Kota Semarang Tahun 2005-2009 .......... II-37 

Tabel 2.15 Rasio Penduduk Tindak Kriminal Kota Semarang Tahun 2005-

2009 ................................................................................................. 

 

II-37 

Tabel 2.16 Rasio Grup Kesenian Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............... II-38 

Tabel 2.17 Rasio Gedung Kesenian Kota Semarang Tahun 2005-2009 .......... II-39 

Tabel 2.18 Rasio Jumlah Klub Olahraga Kota Semarang Tahun 2005-2009 .... II-39 

Tabel 2.19 Rasio Jumlah Gedung Olahraga Kota Semarang Tahun 2005-

2009 ................................................................................................. 

 

II-39 

Tabel 2.20 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pendidikan Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-41 

   



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015                          

 
vi 

Tabel 2-21 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-43 

Tabel 2.22 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-45 

Tabel 2.23 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-46 

Tabel 2.24 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penataan Ruang Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-47 

Tabel 2.25 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan 

Pembangunan Kota Semarang Tahun 2005-2009 .......................... 

 

II-48 

Tabel 2.26 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-49 

Tabel 2.27 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-50 

Tabel 2.28 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-51 

Tabel 2.29 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............................. 

 

II-51 

Tabel 2.30 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2005-

2009 ................................................................................................. 

 

 

II-52 

Tabel 2.31 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan 

Keluarga Sejahtera Kota Semarang Tahun 2005-2009 ................... 

 

II-53 

Tabel 2.32 Aspek Pelayanan Umum dalam Sosial Kota Semarang Tahun 

2005-2009 ........................................................................................ 

 

II-54 

Tabel 2.33 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-55 

Tabel 2.34 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Kota Semarang Tahun 2005-2009 ................................ 

 

II-56 

Tabel 2.35 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-57 

Tabel 2.36 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-58 

Tabel 2.37 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga 

Kota Semarang Tahun 2005-2009 .................................................. 

 

II-59 

   



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015                          

 
vii 

Tabel 2.38 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan 

Politik Dalam Negeri Kota Semarang Tahun 2005-2009 ................. 

 

II-60 

Tabel 2.39 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Otonomi Daerah, 

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 

Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Semarang Tahun 

2005-2009 ........................................................................................ 

 

 

 

II-61 

Tabel 2.40 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketahanan Pangan Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-62 

Tabel 2.41 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............................... 

 

II-63 

Tabel 2.42 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kota Semarang 

Tahun 2005-2009 ............................................................................ 

 

II-63 

Tabel 2.43 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Kota Semarang 

Tahun 2005-2009 ............................................................................ 

 

II-64 

Tabel 2.44 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komuinikasi dan 

Informatika Kota Semarang Tahun 2005-2009 ................................ 

 

II-65 

Tabel 2.45 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-65 

Tabel 2.46 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Kota Semarang 

Tahun 2005-2009 ............................................................................ 

 

II-66 

Tabel 2.47 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-67 

Tabel 2.48 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya 

Mineral Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...................................... 

 

II-68 

Tabel 2.49 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Kota Semarang 

Tahun 2005-2009 ............................................................................ 

 

II-68 

Tabel 2.50 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan 

Kota Semarang Tahun 2005-2009 .................................................. 

 

II-69 

Tabel 2.51 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-70 

Tabel 2.52 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-71 

Tabel 2.53 Aspek Daya Saing dalam Bidang Kemampuan Ekonomi Daerah 

Kota Semarang Tahun 2005-2009 .................................................. 

 

II-72 

Tabel 2.54 Aspek Daya Saing dalam Bidang Aksesibilitas Daerah Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-74 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015                          

 
viii 

Tabel 2.55 Aspek Daya Saing dalam Bidang Ketersediaan Air Bersih Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-75 

Tabel 2.56 Aspek Daya Saing dalam Bidang Fasilitas Listrik dan Telepon  

Kota Semarang Tahun 2005-2009 .................................................. 

 

II-76 

Tabel 2.57 Aspek Daya Saing dalam Bidang Ketersediaan Perdagangan 

Barang dan Jasa  Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..................... 

 

II-76 

Tabel 2.58 Aspek Daya Saing dalam Bidang Peringkat Penghargaan 

Investasi Daerah  Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..................... 

 

II-77 

Tabel 2.59 Aspek Daya Saing dalam Bidang Iklim Berinvestasi Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-78 

Tabel 2.60 Aspek Daya Saing dalam Bidang Kemudahan Perijinan Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-78 

Tabel 2.61 Aspek Daya Saing dalam Bidang Pengenaan Pajak Daerah Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-79 

Tabel 2.62 Aspek Daya Saing dalam Bidang Sumber Daya Manusia Kota 

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... 

 

II-80 

Tabel 2.63 Aspek Daya Saing dalam Jumlah PTN/ PTS di Kota Semarang 

Tahun 2005-2009 ............................................................................ 

 

II-80 

Tabel 2.64 Aspek Daya Saing dalam Jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit 

di Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............................................... 

 

II-81 

Tabel 3.1 Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang Tahun 

2005-2009 ........................................................................................ 

 

III-2 

Tabel 3.2 Rencana Pertumbuhan dan Proporsi Realisasi Pendapatan  

Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...................................... 

 

III-3 

Tabel 3.3 Proyeksi Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada 

Tahun 2010-2015 ............................................................................ 

 

III-8 

Tabel 3.4 Proporsi Realisasi Belanja terhadap ABD  Kota Semarang Tahun 

2007-2009 ........................................................................................ 

 

III-9 

Tabel 3.5 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur   Kota 

Semarang Tahun 2007-2009 ........................................................... 

 

III-10 

Tabel 3.6 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total 

Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2007-2009 ............................. 

 

III-11 

Tabel 3.7 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Priotitas Utama Kota 

Semarang Tahun 2007-2009 ........................................................... 

 

III-12 

Tabel 3.8 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Priotitas Utama Kota 

Semarang Tahun 2007-2009 ........................................................... 

 

III-13 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015                          

 
ix 

Tabel 3.9 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan 

Mengikat serta Priotitas Utama Kota Semarang pada Tahun 2010-

2015 ................................................................................................. 

 

 

III-14 

Tabel 3.10 Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tidak 

Mengikat RPJMD Kota Semarang pada Tahun 2010-2015 ............ 

 

III-15 

Tabel 3.11 Rekapitulasi Belanja Wajib/ Mengikat dan Belanja Tidak Mengikat 

RPJMD Kota Semarang pada Tahun 2010-2015 ............................ 

 

III-17 

Tabel 3.12 Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Semarang Tahun 2007-2009 .. III-18 

Tabel 3.13 Komposisi Penutup Defisit Anggaran Seluruhnya Berasal dari Sisa 

Lebih Perhitungan (SILPA) Kota Semarang Tahun 2007-2009 ....... 

 

III-19 

Tabel 3.14 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota 

Semarang Tahun 2007-2009 ........................................................... 

 

III-19 

Tabel 3.15 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Semarang 

Tahun 2011-2015 ............................................................................ 

 

III-20 

Tabel 3.16 Rasio Likuiditas Kota Semarang Tahun 2007-2009 ........................ III-21 

Tabel 3.17 Rasio Solvabilitas Kota Semarang Tahun 2007-2009 ..................... III-22 

Tabel 3.18 Debt Service Coverage Ratio (DSCR) RPJMD Kota Semarang 

Tahun 2010-2015 ............................................................................ 

 

III-22 

Tabel 3.19 Kapasitas Riil Kemampuan Daerah untuk Mendanai 

Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2015 ............. 

 

III-23 

Tabel 3.20 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Kota 

Semarang Tahun 2011-2015 ........................................................... 

 

III-24 

Tabel 3.21 Perkembangan BUMD Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............. III-25 

Tabel 3.22 Rencana Pendapatan BUMD Kota Semarang Tahun 2011-2015 ... III-26 

Tabel 3.23 Perjanjian Kerjasama yang Masih dilakukan Antara Pemerintah 

Kota Semarang dengan Pihak Ketiga pada Tahun 2011-2015 ....... 

 

III-28 

Tabel 9.1 Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2015 ........... IX-1 

   

 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015                          

 
I-1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  

Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah 

berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa  RPJMD 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah 

dilantik. Sementara itu dalam pasal 150 ayat (3) huruf c  Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  

diatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah. Terkait dengan hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan jangka waktu 

penetapannya paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. 

Berkaitan dengan amanat Undang-Undang tersebut  dan dengan  telah dilantiknya 

Walikota dan Wakil Walikota Semarang Periode 2010-2015 pada tanggal 19 Juli 2010, maka 

disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-

2015.   

RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 adalah dokumen perencanaan komprehensif 

lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kota 

Semarang dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kota Semarang dalam melaksanakan 

kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2010-2015.   

RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015, disusun berdasarkan Visi dan Misi Walikota 

Semarang, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai 

aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kota Semarang dan berpedoman/ 

berdasarkan evaluasi pelaksanaan RPJMD 2005-2010, serta menjawab empat pertanyaan dasar (1)  

kemana Kota Semarang akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 

lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan (3) langkah-langkah strategis apa yang 

perlu dilakukan agar tujuan tercapai (4) mekanisme pengendalian dan evaluasi RPJMD 2010-2015. 

 

1.2 LANDASAN PENYUSUNAN 

 RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 disusun berdasarkan  peraturan perundang-

undangan sebagai berikut  : 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam 

Daerah Istimewa Jogjakarta; 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor  5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004  

Nomor  66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725);  

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di 

Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara 

dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
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Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Darah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

21. Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan 

Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        Nomor 4828); 

27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan 

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

28. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014; 

29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan 

 Nomor : 28 Tahun 2010 

 Nomor : 0199/M PPN/04/2010 

 Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 
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tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1); 

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008  tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3); 

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 , Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21); 

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28); 

35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1); 

36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian 

Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2); 

37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13); 

38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah 

Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 

Nomor 18); 

39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025); 

40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 

2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 480). 

 

1.3 MAKSUD  DAN   TUJUAN 

 Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 

dimaksudkan  memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan 

dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kota Semarang secara berkesinambungan. 

 Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 adalah : 

1. Menetapkan Visi dan Misi Kepala Daerah Semarang Periode 2010-2015 yang memuat 

Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
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Kerangka Pendanaan, Analisis Isu-isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan, Indikasi 

Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan, dan Penetapan 

Indikator Kinerja Daerah. 

2. Memberikan landasan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku 

pembangunan daerah (Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dalam 

mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah secara berkesinambungan 

dan berkelanjutan; 

3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. 

 

1.4 HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA  

Hubungan antara RPJMD Kota Semarang dengan dokumen lain dalam sistem 

perencanaan pembangunan daerah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 

dengan ketentuan sebagai berikut :   

1. RPJMD  Kota Semarang Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari Visi Misi Kepala 

Daerah terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Semarang Tahun 

2005-2025 dengan memperhatikan RPJP Provinsi Jawa Tengah  dan RPJP  Nasional. 

2. RPJMD Kota Semarang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat taktis 

strategis, dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mempedomani 

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang serta 

mengacu pada arah pembangunan RPJM Nasional Tahun 2009-2014 serta RPJMD 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. 

3. RPJMD Kota Semarang tahun 2010-2015 digunakan sebagai pedoman penyusunan 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 

 

 

 

1.5 TATA URUT PENYUSUNAN 

 RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB  I : PENDAHULUAN 

BAB II  : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB III  : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA 

PENDANAAN 

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS  

BAB V  : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG  DISERTAI KEBUTUHAN 

PENDANAAN 

BAB IX  : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 

BAB X  : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM  KONDISI DAERAH 

 
 
 
2.1 ASPEK  GEOGRAFI DAN TOPOGRAFI 
 
 Luas dan batas wilayah, Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 

Km2. Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi  16 Kecamatan dan 177 

Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai 

wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km2  dan 

Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km2. Kedua Kecamatan 

tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang  

sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. 

Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan 

Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km2  diikuti oleh Kecamatan 

Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km2 . 

 

Grafik 2.1 

Wilayah Administrasi Kota Semarang  (Km2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kota Semarang dalam Angka 2009, BPS Kota Semarang 
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 Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah 

Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan 

dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan 

panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. 

 Letak dan kondisi geografis,  Kota Semarang memiliki posisi astronomi di 

antara garis 6050’ – 7o10’ Lintang Selatan dan garis 109035’ – 110050’ Bujur 

Timur.     

 Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu 

lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah  

yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang   yakni koridor pantai Utara;  koridor 

Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang 

dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten 

Demak/ Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan 

dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan 

adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta 

transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa 

Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah 

pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung 

sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kota  Semarang 

Gambar 2.1  

Letak Kota Semarang Dalam Wilayah Kepulauan 

Indonesia 
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 Seiring dengan perkembangan Kota, Kota Semarang berkembang menjadi 

kota yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa. Berdasarkan lokasinya, 

kawasan perdagangan dan jasa di Kota Semarang terletak menyebar dan pada 

umumnya berada di sepanjang jalan-jalan utama. Kawasan perdagangan modern, 

terutama terdapat di Kawasan Simpanglima yang merupakan urat nadi 

perekonomian Kota Semarang. Di kawasan tersebut terdapat setidaknya tiga 

pusat perbelanjaan, yaitu Matahari, Living Plaza (ex-Ramayana) dan Mall Ciputra, 

serta PKL-PKL yang berada di sepanjang trotoar. Selain itu, kawasan 

perdagangan jasa juga terdapat di sepanjang Jl. Pandanaran dengan adanya 

kawasan pusat oleh-oleh khas Semarang dan pertokoan lainnya serta di 

sepanjang  Jl. Gajahmada. Kawasan perdagangan jasa juga dapat dijumpai di Jl. 

Pemuda dengan adanya DP mall, Paragon City dan Sri Ratu serta kawasan 

perkantoran. Kawasan perdagangan terdapat di sepanjang Jl. MT Haryono 

dengan adanya Java Supermall, Sri Ratu, ruko dan pertokoan. Adapun kawasan 

jasa dan perkantoran juga dapat dijumpai di sepanjang Jl. Pahlawan dengan 

adanya kantor-kantor dan bank-bank. Belum lagi adanya pasar-pasar tradisional 

seperti Pasar Johar di kawasan Kota Lama juga semakin menambah aktivitas 

perdagangan di Kota Semarang. 

 Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran 

rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang 

menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% 

wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan 

daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota 

Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu Lereng I (0-2%) meliputi 

Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara 

dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. 

Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, 

Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan. Lereng III (15-40%) meliputi 

wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian 

wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah 

Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (> 

50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan 

sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali 
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Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. 

Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau 

perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan 

persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, 

perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan 

perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur 

geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku.  Wilayah Kota Semarang 

berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas 

permukaan air laut).  Secara topografi terdiri atas daerah pantai,  dataran rendah 

dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan 

kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56  - 348 mdpl yang 

diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang 

Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai 

ketinggian 0,75 mdpl.    

 Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki 

kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan 

daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%. Secara 

lengkap ketinggian tempat di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.1 
Ketinggian Tempat di Kota Semarang 

No. Bagian Wilayah 
Ketinggian 

(MDPL) 

1. Daerah Pantai 0,75 

2. Daerah Dataran Rendah  

 
- Pusat Kota (Depan Hotel Dibya Puri 

Semarang) 
2,45 

 - Simpang Lima 3,49 

3. Daerah Perbukitan  

 - Candi Baru 90,56 

 - Jatingaleh 136,00 

 - Gombel 270,00 

 - Mijen 253,00 

 - Gunungpati Barat 259,00 

 - Gunungpati Tmur 348,00 
     Sumber : Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2009 

  

 Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang 

membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah 

perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota 
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Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0% -    

40% (curam) dan ketinggian antara 0,75 – 348,00 mdpl. 

 Kondisi Geologi, Kota Semarang berdasarkan Peta Geologi Lembar 

Magelang - Semarang (RE. Thaden, dkk; 1996), susunan stratigrafinya adalah 

sebagai berikut Aluvium (Qa), Batuan Gunungapi Gajahmungkur (Qhg), Batuan 

Gunungapi Kaligesik (Qpk), Formasi Jongkong (Qpj), Formasi Damar (QTd), 

Formasi Kaligetas (Qpkg), Formasi Kalibeng (Tmkl), Formasi Kerek (Tmk). Pada 

dataran rendah berupa endapan aluvial sungai, endapan fasies dataran delta dan 

endapan fasies pasang-surut. Endapan tersebut terdiri dari selang-seling antara 

lapisan pasir, pasir lanauan dan lempung lunak, dengan sisipan lensa-lensa kerikil 

dan pasir vulkanik. Sedangkan daerah perbukitan sebagian besar memiliki 

struktur geologi berupa batuan beku.  

 Struktur geologi yang cukup mencolok di wilayah Kota Semarang berupa 

kelurusan-kelurusan dan kontak batuan yang tegas dan merupakan pencerminan 

struktur sesar baik geser mendatar dan normal cukup berkembang di bagian 

tengah dan selatan kota.  Jenis sesar yang ada secara umum terdiri dari sesar 

normal, sesar geser dan sesar naik. Sesar normal relatif ke arah barat - timur 

sebagian agak cembung ke arah utara, sesar geser berarah utara selatan hingga 

barat laut - tenggara, sedangkan sesar normal relatif berarah barat - timur. Sesar-

sesar tersebut umumnya terjadi pada batuan Formasi Kerek, Formasi Kalibeng 

dan Formasi Damar yang berumur kuarter dan tersier. 

 Berdasarkan struktur geologi yang ada di Kota Semarang terdiri atas tiga 

bagian yaitu struktur joint (kekar), patahan (fault), dan lipatan.  Daerah patahan 

tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang 

diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor.  

Pada daerah sekitar aliran Kali Garang merupakan patahan Kali Garang, yang 

membujur arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang berbatasan 

dengan Bukit Gombel. Patahan ini bermula dari Ondorante, ke arah utara hingga 

Bendan Duwur.  Patahan ini merupakan patahan geser, yang memotong formasi 

Notopuro, ditandai adanya zona sesar, tebing terjal di Ondorante, dan pelurusan 

Kali Garang serta beberapa mata air di Bendan Duwur. Daerah patahan lainnya 

adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan melintas 

dari utara ke selatan.  
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 Sedangkan wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki 

jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis 

Tanah di Kota Semarang meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat 

tua kemerahan, asosiai alluvial kelabu, Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, 

Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua. Kurang lebih sebesar 25% 

wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua. Sedangkan 

kurang lebih 30% lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain 

yang ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu 

dan aluvial coklat kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh 

luas Kota Semarang. Sisanya merupakan jenis tanah alluvial hidromorf dan 

grumosol kelabu tua. 

Tabel 2.2 
Penyebaran Jenis Tanah dan Lokasinya di Kota Semarang 

 

         Sumber : BPS Kota Semarang, 2009 

 

 Kondisi Hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai - 

sungai yang mengalir di Kota Semarang antara lain Kali Garang, Kali Pengkol, 

Kali Kreo, Kali Banjirkanal Timur, Kali Babon, Kali Sringin, Kali Kripik, Kali 

Dungadem dan lain sebagainya. Kali Garang yan bermata air di gunung Ungaran, 

alur sungainya memanjang ke arah Utara hingga mencapai Pegandan tepatnya di 

Tugu Soeharto, bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali Kripik. Kali Garang 

sebagai sungai utama pembentuk kota bawah yang mengalir membelah lembah-

lembah Gunung Ungaran mengikuti alur yang berbelok-belok dengan aliran yang 

cukup deras. Setelah diadakan pengukuran debit Kali Garang mempunyai debit 

No JENIS TANAH LOKASI % 
TERHADAP 
WILAYAH 

POTENSI 

1 Mediteran Coklat Tua 
 

 

 Kec. Tugu 

30 

 Tanaman tahunan/keras 

 Kec Semarang Selatan  Tanaman Holtikultura 

 Kec. Gunungpati  Tanaman Palawija 

 Kec. Semarang Timuer 

2 Latosol Coklat Tua 
Kemerahan 

 Kec. Mijen 

26 

 Tanaman tahunan/keras 

 Kec. Gunungpati  Tanaman Holtikultura 

 Tanaman Padi 

3 Asosiasi Aluvial Kelabu 
dan Coklat kekelabuhan 

 Kec. Genuk 

22 

 Tanaman tahunan tidak 
produktip  Kec. Semarang Tengah 

 

4 Alluvial Hidromorf 
Grumosol Kelabu Tua 

 Kec. Tugu 

22 

 Tanaman Tahunan 

 Kec. Semarang Utara  Tanaman Holtikultura 

 Kec. Genuk  Tanaman Padi 

 Kec. Mijen 
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53,0 % dari debit total dan kali Kreo 34,7 % selanjutnya Kali Kripik 12,3 %. Oleh 

karena Kali Garang memberikan airnya yang cukup dominan bagi Kota 

Semarang, maka langkah-langkah untuk menjaga kelestariannya juga terus 

dilakukan. Karena Kali Garang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum 

warga Kota Semarang.  

 Air Tanah Bebas ini merupakan  air tanah  yang  terdapat pada lapisan 

pembawa air (aquifer) dan tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Permukaan air 

tanah bebas ini sangat dipengaruhi oleh musim dan keadaan lingkungan 

sekitarnya. Penduduk Kota Semarang yang berada di dataran rendah, banyak 

memanfaatkan air tanah ini dengan membuat sumur-sumur gali (dangkal) dengan 

kedalaman rata-rata 3 - 18 m. Sedangkan untuk peduduk di dataran tinggi hanya 

dapat memanfaatkan sumur gali pada musim penghujan dengan kedalaman 

berkisar antara 20 - 40 m.  

 Air Tanah Tertekan adalah air yang terkandung di dalam suatu lapisan 

pembawa air yang berada diantara 2 lapisan batuan kedap air sehingga hampir 

tetap debitnya disamping kualitasnya juga memenuhi syarat sebagai air bersih. 

Debit air ini sedikit sekali dipengaruhi oleh musim dan keadaan di sekelilingnya. 

Untuk daerah Semarang bawah lapisan aquifer di dapat dari endapan alluvial dan 

delta sungai Garang. Kedalaman lapisan aquifer ini berkisar antara 50 - 90 meter, 

terletak di ujung Timur laut Kota dan pada mulut sungai Garang lama yang 

terletak di pertemuan antara lembah sungai Garang dengan dataran pantai. 

Kelompok aquifer delta Garang ini disebut pula kelompok aquifer utama karena 

merupakan sumber air tanah yang potensial dan bersifat tawar. untuk daerah 

Semarang yang berbatasan dengan kaki perbukitan air tanah artois ini terletak 

pada endapan pasir dan konglomerat formasi damar yang mulai diketemukan 

pada kedalaman antara 50 - 90 m. Pada daerah perbukitan kondisi artosis masih 

mungkin ditemukan. karena adanya formasi damar yang permeable dan sering 

mengandung sisipan-sisipan batuan lanau atau batu lempung. 

Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, 

mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan 

muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara 

Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan 

hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembaban relatif 
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tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. 

Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan 

musim kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit 

jumlah curah hujan, kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung. 

Berdasarkan data yang ada, curah hujan di Kota Semarang mempunyai 

sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata 

9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, 

khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin muson SENW yang umum. Suhu 

minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah 

dari 21,1 °C pada September ke 24,6 °C pada bulan Mei, dan suhu maksimum 

rata-rata berubah-ubah dari 29,9 °C ke 32,9 °C. Kelembaban relatif bulanan rata-

rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% 

pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi 

Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 

km/hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio 

sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% 

pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus. 

 

2.1.1.   Penggunaan lahan di Kota Semarang 

Penggunaan lahan di Kota Semarang meliputi irigasi teknis (198 Km2), 

setengah teknis (530 Km2), irigasi sederhana/ irigasi desa/ non PU (45 Km2), 

tadah hujan (2,031 Km2), dan yang tidak diusahakan (267 Km2). Disamping  

penggunaan lahan sawah, penggunaan lahan di Kota Semarang yang lain 

meliputi pekarangan, tegalan/ kebun, tambak/ kolam/ rawa, hutan rakyat/ tanaman 

kayu, hutan negara, perkebunan negara/ swasta dan penggunaan lain. 

Selengkapnya mengenai penggunaan lahan di Kota Semarang dapat dilihat pada 

Tabel di bawah ini. 

Tabel 2.3 
Penggunaan Lahan Sawah di Kota Semarang Dirinci Tiap Kecamatan  

Tahun 2009 

 

KECAMATAN 
TANAH SAWAH 

TEKNIS 1/2TEKNIS NON PU TADAH HUJAN TIDAK DIUSAHAKAN 

Mijen 0,00 285,00 0,00 186,00 34,00 

Gunung Pati 84,00 145,00 0,00 633,33 175,64 

Banyumanik 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 

Gajahmungkur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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